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Laporan atas Laporan Keuangan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar 
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian 
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji 
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 

 
Tanggung Jawab BPK 

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan 
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik 
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan 
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian 
material. 

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada 
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material 
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 
Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern 
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah 
Provinsi Bali untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi 
yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern 
Pemerintah Provinsi Bali. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas 



kelepiitan kebijakan akuntan^i yang digunakMi daij kewajaran csiimasi akuiilansi yang
ilibuai ('.Icii PciiiorinUih Pro\insi Bab. scria c^vaiuasi alas pen\a iaii laporan kcuanuan

a kcsc.'uriihan.

BPK \akin baluva bukli pcaierik.saan yang iclah diperolch aihilah ciikup dan lepal.
schti'iai dasar uniuk incnyalakan opini BI'K.

Opini

Mciuaiii opini Bi'K. lapoian kcuangan yang discbiii di aia^. menyajikan sccara uajar.
didani scniiia hal yang niateria!. posi.si kcuangan l^cnierinlah Prcvinsi Bali langgai 31
Descinbcr 2019. dan icaiisasi anggaran. penibalian saldo anggaian Icblh. opcrasional.
aru^ ka.s. sena pcrubahnn ckuita.s iinUik tahun vang berakhir pada langgai leisebiil. scsuai
dengan Siandar Akunlan.si Penieriniahan.

Laporan ata.s SLl dan Kepattihan

Unit k inentperolch kcyakinan yang mcniadai ala.s kewajaran lapo an kcuangan tcrsebut.
Hi'K jiiga inclakukan pcmerik.saun (erhadap sistcm pengcndalian intern dan kcpaliiban
k-rhiidap kclcnUuin pcraUiran perundang-uiulangan. Laporan llasil Peineriksaaii alas
Si.>kin Pcngendaiian Inlern dan Laporan Ha ;i! Penierik^aan aui> Kepaliihan Tcrhadap
Koicniuan Pcraturan Perundang-undangaj. disajikan dalan Laporan Nomor
70.B/tdlP/XlX.nPS/05/2020 dan Nomor 70.//LllP/XiX.DPS/05,2020 (anggai 28 Mci
2()2(. yang rnerupakan bagian lldak tcrplsahka i dari laporan ini.
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